BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE

Menimbang

Mengingat

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BIS

DENGAN RABMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

a.

BUPATI SIMEULUE,

bahwa dalam rangks menertibkan penggunaan Pemakajan Kekayaan
Daerah secara profesional guna meningkatkan Pendapatan Asli Dacrah
maka perlu dilakukan perubshan atas Qanun Kabupaten Simeulue
Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
yang sudsh tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada buruf a
diatas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaren Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 18 Tshun 1997 tentang Pajak dan Retribusi
Daereh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambghan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7683)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4048);
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 ftentang Pembentukan
Knbupaten Bireun dan Kabupaten Simeujue (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3897

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daeral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tembahan Lembaran Negara Nomor 4437) scbagaimeana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua ates Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59); i
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang  Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintsh Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambsahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor § Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tabun 1983 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Pembagian Uiusan
Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan
Pemerintahan Daersh Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; -

12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayasn Dacrah (Lembaran Daersh Kabupaten Simeulue
Tahun 2003 Nomor 60 Seri C Nomor 6, Tembahan Lembaran Daersh
Nomor 9); .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :
Menetapkan ! QANUN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN

KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasall

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakalan Kekayaan
Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2003 Nomor 60 Seri C Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor §) Pasal 8 ayat (6) dirubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 8

(6) Sruktur dan besarnyas tarif sebegeimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terif
ditetapkan sebagai berikut ;




